BADAN NASIONAL PEHGGMG!.H BENCANA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR £ TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang

.

bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan
mendukung efektivitas serta efisicnsi pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi dan tata kerja Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, perlu mengubah beberapa
ketentuan  dalam  Peraturan Badan Nasional
Fenanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Orgamisasi  dan  Tata  Kerja Badan  Nasional
Penangoulangan Bencanga:

bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Badan
Nasional  Penanggulangan  Bencana  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a telah memperoleh persetujuan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayvagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/1152/M.KT.01/2020 tanggal 27 Agustus 2020



Mengingat

Menetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Badan Nasional Penanpggulangan Bencana tentang
Perubahan  atas Peraturan Badan Nasional
Penangpulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Organisasti dan Tata Kerja Badan  Nasioral

Penanggulangan Bencana;

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Peramuran Presiden Nomor | Tahun 2019 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan MNasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156);

MEMUTLUSKAN:
PERATURAN  BADAN NASIONAL  PENANGGULANGAN
BENCANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 4 TAHUN
2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1156), diubah schagai berikut:

1 Ketentuan Pasal 89 diubah schingga berbunyi sebagai

herilout:
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Pasal 29
Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana terdir

atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 90 dihapus.
Pasal 91 dihapus.

Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagal
berikut:

Pasal 94
Direktorat Pengembangan Strategi  Penanggulangan

Bencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 95 dihapus.
Pasal 96 dihapus.

Ketentuan Pasal 99 diubah sehingpa berbunyi sebagai
berikurt:

Pasal 99
Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional,
Pasal 100 dihapus.
Pasal 101 dihapus.

Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 107
Direktorat Mitigasi Bencana terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.
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21,
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23,

24,

26.

Pasal 108 dihapus.

Pasal 109 dihapus.

Pasal 110 dihapus.

Pasal 111 dihapus.

Pasal 112 dihapus.

Pasal 113 dihapus.

Pasal 114 dihapus.

Pasal 115 dihapus.

Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Fungsional,

Pasal 119 dihapus.

Pasal 120 dihapus.

Pasal 121 dihapus.

Pasal 122 dihapus.

Pasal 123 dihapus.

5. Pasal 124 dihapus,

Pasal 125 dihapus.

Pasal 118
Direktorat Kesiapsiagaan terdiri atas Kelompok Jabatan



27. Pasal 126 dihapus,

28, Pasal 127 dihapus.

29, Pasal 128 dihapus.

30. Pasal 129 dihapus.

31. Pasal 130 dihapus.

32. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagail
berikout:

Pasal 133

Direktorat Peringatan Dini terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional.

33. Pasal 134 dihapus.

34, Pasal 135 dihapus.

35. Pasal 136 dihapus.

36. Pasal 137 dihapus.

37. Pasal 138 dihapus.

35. Pasal 139 dihapus.

39. Pasal 140 dihapus.

4(). Pasal 141 dihapus.

41. Pasal 150 dihapus.

42. Pasal 151 dihapus.
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44,

465,

47.

44.

49,
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Pasal 154 dihapus.
Pasal 155 dihapus,
Pasal 158 dihapus.
Pasal 159 dihapus
Pasal 165 dihapus.
Pasal 166 dihapus.

Ketentuan huruf a Pasal 169 dihapus, sehingga Pasal 169
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169
Subdirektorat Pernulihan Sarana terdiri atas:
a. dihapus; dan
b. Seksi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemulihan Sarana dan Utilitas.

ketentuan huruf a Pasal 170 dihapus dan huruf b diubah,
schingga Pasal 170 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170
{1) Dihapus.
(2] Seksi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pemulihan Sarana dan Utilitas mempunyai tugas
melaksanakan penyviapan bahan pemantauan,

evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan
sarana dan utilitas.

Pasal 176 dihapus.

Pasal 177 dihapus.

. Pasal 180 dihapus.
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B1.

62.

3.

66,

a7,

B8.

70,
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T2,

Pasal 181 dihapus

Pasal 190 dihapus.

Pasal 191 dihapus.

Pasal 194 dihapus.

Pasal 195 dihapus.

Pasal 201 dihapus.

Pasal 202 dihapus.

Pasal 205 dihapus.

Pasal 206 dihapus.

Pasal 209 dihapus.

Pasal 210 dihapus.

Pasal 216 dihapus.

Pasal 217 dihapus.

Pasal 220 dihapus.

Pasal 221 dihapus.

Pasal 224 dihapus.

Pasal 225 dihapus.

Pasal 234 dihapus.

Pasal 235 dihapus.



73

74,
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76,
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78,

T4,

80,

B1.

82.

83.

a4,
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B,

87,

Pasal 238 dihapus,

Pasal 239 dihapus.

Pasal 245 dihapus.

Pasal 246 dihapus.

Pasal 249 dihapus.

Pasal 250 dihapus.

Ketentuan ayat (1) Pasal 260 diubah dan ayat (2] dihapus
sehingea Pasal 260 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 260
(1] Inspektorat |, Inspektorat I, dan Inspektorat 111
sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 didukung

oleh Kelompok Jabatan Fungsional,
{2) Dihapus.

Pasal 263 dihapus.

Pasal 264 dihapus.

Pasal 270 dihapus

Pasal 271 dihapus,

Pasal 274 dihapus.

Pasal 275 dihapus.

Pasal 278 dihapus

Pasal 279 dihapus.
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90.
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93.

G,

93,

96.

Pasal 286 dihapus.

Pasal 287 dihapus.

Pasal 290 dihapus.

Pasal 291 dihapus.

Pasal 298 dihapus.

Pasal 299 dihapus.

Pasal 302 dihapus.

Pasal 303 dihapus.

Ketentuan Pasal 305 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

<]

{3)

Pasal 305

Kelompok .Jabatan Fungsional mempunyal tugas
memberikan pelayanan fungsional dalam
pelaksanaan tugas dan fungs: jabatan pimpinan
tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
pada avat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana
Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan rua:'ig
lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan
linggi pratama masing-masing.

Koordinator Pelaksana Fungst Pelayanan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat [2] mempunyai
mgas mengoordinasikan dan mengelola kegatan
pelavanan fungsional sesus dengan bidang tugas

masing-masing.



ar.

08.

G4,
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional
ditetapkan oleh Kepala Badan.

Di antara Pasal 305 dan Pasal 306 disisipkan | (satu) pasal

vakni Pasal 305A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3054

(1] Kelompok  Jabatan Fungsional  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 305, terdiri atas berbagai jenis
jabatan lungsional sesuai dengan bidang keahliannva
vang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

(2] Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada avat (1), ditentukan berdasarkan
kebutuhan yang didasarkan pada analisis jabatan
dan beban kerja.

(3] Tugas, jems, dan jenjang Kelompok Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-

Masing,.

Ketentuan Pasal 309 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 309
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unsur
pelaksana  bertanggung  jawab  memimpin @ dan
mengoordinasikan  bawahan dan  kelompok jabatan
iungsional pada satuan organisasi masing-masging dan
memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan

tugasnya.

Ketentuan Pasal 317 tetap, dan lampiran diubah
scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini,
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100, Ketentuan Pasal 318 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilouat:

Pasal 318
Jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di

lingkungan Badan WNasional Penanggulangan Bencana
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Organisast dan Tata Kerja Badan  Nasional
Penanggulangan Bencana, tetap melaksanakan tugas dan
fungsi sampai dengan ditetapkannya jabatan dan pejabat
vang memangku jabatan di lingkungan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana,

L. ketentuan Pasal 319 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 319
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan dalam Peraturan Badan mi.

Pasal Il
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



==

Agar setiap orang mengetahuinyva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dhtetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Desember 2020

KEPALA BADAN  NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.
DONI MONARDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tie.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1461

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,

’ZWF”?M{/ __ _

ZAHERMANN MUABEZI
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NASIONAL

ATAS

LAMPIRAN

PERATURAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN BADAN

NASIONAL

PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR
4 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN

Bagan Struktur Susunan Organisasi Badan Nasional Penanggulangan

Bencana.
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2, Bagan Struktur Susunan Organisasi Sekretariat Utama.

SERRETASIAT UTAMA
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3. Bagan Struktur Susunan Organisasi Deputi Bidang Sistem dan Strateg.

DEFUTI BIDANG SISTEM DAN
ATRATEGH
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DEPUTI BIDANG PEMCEGAHAN

Bagan Struktur Susunan Organisasi Deputi Bidang Pencegahan,
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Bagan Struktur Susunan Organisasi Deputi Bidang Penanganan Darurat.
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Bagan Struktur Susunan Organisasi Deputi Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi.

DEPUTI BIDANG REHABILTAS
DAN REKOMNSTRUKS]

BikEMTORAT PERERCAN ALK
AEMABLITASI OAN REKONITR LS

SRS

SUBDHE EKTORAT WV RTARIRATI
PR TELTY LLATRITE ]

SUBDFAEETCM AT PERERCAH LAY
FEMIOARAAH

EELOMPOK MMBATAN |

FLINGEIONAL |
=

DIAEETORAT FEMLUILIHAN D&M
FEMMGHATAN FlLa

|| SUB[EAEETCANT FERAULIFSN DA

Al GEATAN FATILITAS LML

S EETOR AT FEpLILIBAN DAN
PERGARN TAN FAILTAS SO

SN CHETNTOLAT MR LT Bl
FIALINCIATAN FLALB ks

EELOWIPOK IRRATAM

FLNGSIONAL

DIREETORAT PEMLILIKAN DAN
PEMINGEATAN S051AL EKDONDNI DAN
SUMERER DAYA ALAR

| | SUBDMEKTORAT FEMU LY DU
MM GEATAR 50514

SLAALREERTORRT A LU AN DAN
FENINGRATAR FREDRCAI

HABCIRANTORAT FEMLTIHAR TAR
PR CHATAN PACOUKTIFTAS
SAIBE DR DATA ALAM DAN
1 P G

EELOMPC JABATAN :
FRIMER DN AL

Bagan Struktur Susunan Organisasi Deputi Bidang Logistik dan Peralatan.
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INSPEETORAT Ini

Bagan Strukmur Susunan Organisast Inspektorat Utama.
INSPEKTORAT UTAMA
|
BAL AN TETH USAHA
I I
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__-I s s | e e O T I_ : LAt L R T ; L L BLER
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Bagan Struktur Susunan Organisasi Pusat Data, Informasi dan Komunikasi
Kebencanaan.

PUSAT DATA, INFORRAASH,

DA KORMUNIEAS]
KERERCANAAN
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BOANG TEXHOLOG DEN MARGAN
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10. Bagan Struktur Susunan Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana.

PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENANGGLULANG AN
BEMCAMNA
|
RlLiRAGIAN TATA LSAHA
: T T :
BIARG PROGRAM DAN EVALLIASE — : ’: mita FERYELEMGGARAS N FENCITHEALK
_— D PELA TRHAN

11. Bagan Struktur Susunan Organisasi Pusat Pengendalian Operasi.

PUSAT PENGENDALIAN OPERAS]
1
Sl an bl TATHA UFLEIE
| |
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— LS AL |
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KEPALA BADAN  NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

DONI MONARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,

'Eﬂ/wmm-ﬁf?w»-{% ‘_

ZAHERMANN MUABEZI



